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ABSTRACT

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan nasional terutama dalam hal Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai dengan UU yang berlaku terutama dalam UU RI No 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam hal ini mengenai masalah pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Muara Badak,agar pemerintah setempat mampu dituntut agar menyikapi dan mengatasi masalah tersebut agar nantinya tidak merugikan semua pihak, juga memikirkan bagaimana penegakan hukumnya serta memikirkan bagaimana upaya perbaikan kemasa yang datang dan upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam menimalisir pelanggaran yang terjadi, karena bagaimanapun dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan, tidak memberikan masukan kepada aparat pemerintah setempat, dan pada Negara serta kegiatan itu menjadi illegal.
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PENDAHULUAN

Pada  hakekatnya  pembangunan  nasional  bertujuan  demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  namun  pada  kenyataannya  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif  antara  lain  dari  aspek  lingkungannya,  Hal  ini  berarti  bahwa  pembangunan  disamping  membawa  manfaat  juga  menimbulkan  resiko bagi  alam sekitarnya.
Dalam  melakukan usaha pembangunan  seharusnya  tidak  perlu  bertentangan  dengan  kelestarian  lingkungan,  hal  ini  dapat  dicapai  apabila  dalam  pola  kebijakan  pelaksanaan  pembangunan  tercakup  tiga  unsur  pokok  yakni.
1. Kebijaksanaan  pembangunan  untuk  mencapai  pertumbuhan  yang  meningkat.
2. Kebijakan  pembangunan  untuk  mencapai  pertumbuhan  spiritual  yang  meningkat
3. Kebijakan  pembangunan  untuk mencapai  lingkungan  hidup  yang  lebih beragam  bagi  pengisian  kwalitas  hidup  yang  lebih meningkat. 2)[footnoteRef:2] Aparat  pemerintah  perlu  untuk  mengatur  di dalam  pelaksanaan  pembangunan  agar  tidak  merugikan  masyarakat  dan  lingkungan,  karena  pada  dasarnya  lingkungan  hidup  berfungsi  antara  lain sebagai  sumber  kehidupan  dan juga  tempat  melakukan  usaha  untuk  mencapai  kebutuhan   hidup. 1)[footnoteRef:3] Suatu  ketetapan  yang  positif  adalah  suatu  ketetapan  yang  dapat  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  ketetapan  yang  positif  menimbulkan suatu  keadaan  hukum  I (rechtsituate ) yang  baru  yang  membuat  ketetapan  positif  adalah  merupakan  tugas  pemerintah  demi  tercapainya  cita-cita.  [2:  Emil  salim  2000  Lingkungan  dan  pembangunan  Liberty  Jakarta  Hlm  8]  [3:        Agus Dwiyanto  2003  Penduduik  dan  pembangunan  Gramedia  Jakarta  hlm 9    
] 

Adapun  pola  dasar  tugas  pemerintah  meliputi :
1) Tugas  mengatur
Menyangkut  peraturan  yang  harus  dipenuhi  masyarakat ,  dimana  dalam  hal  ini  pemerintah  membuat  perintah  dan larangan.
2) Tugas  mengurus
Mengurus  bidang  kesejahteraan  rakyat, social, ekonomi,  kesejahteraan  dalam  hal  menyediakan  sarana  financial  dan  personal.  
 Dalam Pasal  18  ayat  3  hurup  c  UU  RI  No  34  tahun  2000  tentang pajak  dan  retribusi  daerah  yang  menyebutkan :
a. Perizinan  tersebut  termasuk  kewenangan  pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah  dalam  rangka  asas  desentralisasi
b. Perizinan  itu  benar-benar  diperlukan  guna  melindungi  kepentingan  umum
c. Biaya  yang  menjadi  beban  daerah  dalam  penyelenggaraan  izin  tersebut  dan  biaya  untuk  menanggulangi  dampak  negatif  dan  pemberian  izin tersebut  cukup  besar  sehingga  layak  dibiaya  dari  retribusi  perizinan.
Pemerintah  Kecamatan  Muara  Badak  dituntut  agar  menyikapi  dan  mengatasi  masalah  pelanggaran  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  agar  nantinya  tidak merugikan semua  pihak,  juga  memikirkan  bagaimana  penegakan  hukumnya serta  memikirkan bagaimana  upaya  perbaikan  kemasa  yang  datang  dan  upaya  apa  saja
Yang   perlu  dilakukan  dalam  upaya  memanimalisir  pelanggaran  yang  terjadi,  karena  bagaimanapun  dampak  dari  penyimpangan-penyimpangan  tersebut  mengakibatkan :
1. Tidak  memberikan  masukan  pada  aparat  pemerintah  setempat,  dan  pada  negara
2. Kegiatan  tersebut  menjadi    illegal
Dengan  upaya  penciptaan  pelaksanaan  didaerah  yang  tertib.  Sehat  dan  terarah  diperlukan  perencanaan,  pengaturan  dalam  bidang  pendirian  bangunan,  yang  disesuiakan  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat.Di  Indonesia  rencana  ada  yang  berbentuk  UU (  seperti  APBN),  Keputasn  Presiden,  Tap  MPR,  Paraturan  Daerah dan  lain sebagainya. 
Dalam  hal  mengenai  izin  mendirikan  bangunan  biasanya     berlaku  Di kecamatan  Muara  Badak  diatur  dalam  peraturan  Daerah,  peraturan  [footnoteRef:4]daerah  ini  digunakan  untuk  menertibkan  pelaksanaan  pembangunan  fisik  serta  merupakan  petunjuk  dan  pedoman  dalam  tata  laksana  dalam  pendirian,  pembongkaran,  dan  perubahan  bangunan,  serta  merupakan  alat  kendali  yang  merupakan  instrument  untuk  mempengaruhi  warga  agar  mau  mengikuti  cara  yang  konkrit,  sehingga  rencana  pembangunan  dapat  berjalan  sesuai,  dengan  apa  yang  diharapkan,  namun  dalam  pelaksanaannya  sering  menyimpang dari  ketentuan  yang  telah  ditentukan. [4:  Bagir  Manan  2003 Hukum  Tata  Negara  Gramedia  Jakarta   hlm  23.  







] 

Dimana  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  tersebut  dilakukan  oleh  orang  atau Badan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  Dimana  di  Kecamatan  Muara  Badak  khususnya  dalam  hal  mendirikan  bangunan  sering  tidak  dilengkapi dengan izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  terlebih  dulu,  seperti  diketahui  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tersebut  dapat  dikarenakan  beberapa  faktor,  baik  disebabkan  dikalangan  masyarakat  maupun  dikalangan  pejabat  dan  instansi  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  maupun  pengadaan  kegiatan  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  izin  mendirikan  bangunan,  termasuk  dalam  penegakan  sanksi  dalam  pelanggaran  terhadap  Izin  Mendirikan  Bangunan  tersebut.
PERMASALAHAN
Pemerintah  Kecamatan  Muara  Badak  dituntut  agar  menyikapi  dan  mengatasi  masalah  pelanggaran  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  agar  nantinya  tidak merugikan semua  pihak,  juga  memikirkan  bagaimana  penegakan  hukumnya serta  memikirkan bagaimana  upaya  perbaikan  kemasa  yang  datang  dan  upaya  apa  saja
Yang   perlu  dilakukan  dalam  upaya  memanimalisir  pelanggaran  yang  terjadi,  karena  bagaimanapun  dampak  dari  penyimpangan-penyimpangan  tersebut  mengakibatkan :
1. Tidak  memberikan  masukan  pada  aparat  pemerintah  setempat,  dan  pada  negara
2. Kegiatan  tersebut  menjadi    illegal
Dengan  upaya  penciptaan  pelaksanaan  didaerah  yang  tertib.  Sehat  dan  terarah  diperlukan  perencanaan,  pengaturan  dalam  bidang  pendirian  bangunan,  yang  disesuiakan  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat.Di  Indonesia  rencana  ada  yang  berbentuk  UU (  seperti  APBN),  Keputasn  Presiden,  Tap  MPR,  Paraturan  Daerah dan  lain sebagainya. 
Dalam  hal  mengenai  izin  mendirikan  bangunan  biasanya     berlaku  Di kecamatan  Muara  Badak  diatur  dalam  peraturan  Daerah,  peraturan  daerah  ini  digunakan  untuk  menertibkan  pelaksanaan  pembangunan  fisik  serta  merupakan  petunjuk  dan  pedoman  dalam  tata  laksana  dalam  pendirian,  pembongkaran,  dan  perubahan  bangunan,  serta  merupakan  alat  kendali  yang  merupakan  instrument  untuk  mempengaruhi  warga  agar  mau  mengikuti  cara  yang  konkrit,  sehingga  rencana  pembangunan  dapat  berjalan  sesuai,  dengan  apa  yang  diharapkan,  namun  dalam  pelaksanaannya  sering  menyimpang dari  ketentuan  yang  telah  ditentukan.
Dimana  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  tersebut  dilakukan  oleh  orang  atau Badan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  Dimana  di  Kecamatan  Muara  Badak  khususnya  dalam  hal  mendirikan  bangunan  sering  tidak  dilengkapi dengan izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  terlebih  dulu,  seperti  diketahui  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tersebut  dapat  dikarenakan  beberapa  faktor,  baik  disebabkan  dikalangan  masyarakat  maupun  dikalangan  pejabat  dan  instansi  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab.

PEMBAHASAN
Izin  adalah  merupakan  suatu  penetapan  yang  merupakan    dispensasi  dari  suatu  larangan  oleh  undang-undang.  Pada  umunya  undang-undang  yang  bersangkutan berbunyi “Dilarang  tanpa  izin melakukan“ dan seterusnya  ,selanjutnya  larangan  tersebut  diikuti  dengan  perincian  dan  syarat-syarat, kriteria  dan sebagainya,  yang  perlu  dipenuhi  pemohon untuk  mendapat  dispensasi,  dari larangn  tersebut  disertai dengan  penetapan  prosedur  dan  petunjuk  pelaksanaannya  kepada  pejabat  administrasi  yang  bersangklutan.
Pada  dasarnya  tujuan  dari suatu  sistim  perizinan  itu  sendiri  adalah sebagai  berikut :  
1. Keinginan  mengarahkan  aktifitas  tertentu, Misalnya  IMB.
2. Keinginan  mencegah  bahaya  bagi  lingkungan
3. Keinginan  melindungi  obyek-obyek  tertentu
4. Hendak  membagi  benda-benda  yang sedikit
5. Pengarahan, dengan  menyeleksi orang-orang  dan  aktivis-aktivis
Izin   mendirikan  bangunan  merupakan  salah  satu  bentuk  izin  yang  memiliki cara  yang  berbeda  dengan pengajuannya  dengan  pengajua  bentuk  izin  yang  lainnya.  Izin mendirikan  bangunan  sangat  penting dalam setiap pendirian  bangunan,  karena  tampa  adanya  izin  mendirikan  bangunan,  maka  tidak  dimungkinkan  secara  legal   untuk  mendirikan  suatu  bangunan. Mendirikan  bangunan  adalah  pekerjaan  mengadakan bangunan  seluruhnya  atau  sebagian, termasuk  menggali,  menimbun,  meratakan  tanah,  dan  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengadaan  bangunan,  memperbaiki  dan manambah  bangunan.  Izin  mendirikan  bangunan  adalah  pemberian  izin  untuk  pendirian,  mengubah  bentuk  dan  fungsi  bangunan,  Maksudnya  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  akan  mendirikan  bangunan  diharuskan  untuk terlebih  dahulu  memiliki  izin  mendirikan  bangunan,  dan  juga  apabila  terjadi  perubahan  bentuk  bangunan  maka  pemegang  IMB  wajib mengajukan  perubahan  kepada  pejabat  yang terkait,  dengan  melampiri :
1) Gambar  perubahan  bangunan
2) Izin  dari  tetangga  sekitar  bangunan
Apabila  terjadi  perubahan  fungsi  bangunan  maka  pemegang  IMB  wajib  mengajukan  perubahan  IMB  kepada  pejabat  yang  terkait  dengan  melampiri:
1) Gambar  perubahan  bangunan  yang  dimaksud
2) Surat  pernyataan  pengelolaan  lingkungan
3) Izin  tetangga  sekitar  bangunan
Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  dibuat  berdasarkan  rencana  Kota Tenggarong sesuai dengan perda No.08 Tahun 1996  dan  memuat  penjelasan  mengenai :
1) Bentuk  dan  ukuran  persil  bangunan
2) Alamat  persil
3) Jalan  atau  rencana  jalan  disekitar  persil
4) Penggunana  bangunan  dan  jumlah  lantai
5) Peruntukan  tanah  atas  persil
6) Arah  mata  angin
7) Skla  gambar  bangunan
8) Tanah  yang  di golongkan  untuk  rencana  jalan  dan  sarana  fasilitas  umum  lainnya.
9) Biaya  retribusi  kofesien  rencana  pembangunan.
Mengenai  permohonan  izin  mendirikan  bangunan  di  kabupaten  Kukar,  kec,Muara  badak  diajukan  kepada  unit  pelayanan  terpadu  berijin  satu  atap  (UPTPSA)  dimana  UPTPSA  adalah sebagai  pintu gerbang  utama  dari  permohonan  izin  mendirikan  bangunan  di  kec  Muara  badak,  hal  ini  berdasarkan  surat  keputusan  Bupati  Kepala  Derah  Kutai kartanegara  tentang11)[footnoteRef:5] pembentukan  UPTPSA  daerah  tingkat  II Kutai Kartanegara, adapun  maksud  dan  tujuan  dibentuknya  UPTPSA  adalah  sebagai  berikut: [5:  Hasil  wawancara  dari  Kordinator  PUTPSA  12  Mei  2013 di Muara  Badak
] 

a. Memberikan  pelayanan  perizinan  secara  terpadu  disatu  tempat/lokasi  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  instansi
b. Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas  pelaksanaan  tuga  dan  fungsi  instansi  pememrintah  dibidang  pelayanan  umum
c. Mendorong  upaya  mengefektifkan  system  dan  tata  laksana  pelayanan  sehingga  pelayanan  perizinan  dapat  diselenggarakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna
d. Mendorong  serta  memacu  pertumbuhan  perekonomian  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah

KESIMPULAN
1. Penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  pelaksanaan  Ijin  Mendirikan  Bangunan,  berdasarkan  peraturan  daerah  Kabupaten  kutai  kartanegara,  dalam  beberapa  kasus  melakukan  pemberian  peringatan  terlebih  dahulu  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri   Sipil (PPNS),  kepada  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  untuk  menghentikan  pembangunannya,  hingga  izin  mendirikan  bangunan  diperoleh,  yang  setelah  diberikan  peringatan  masyarakat  yang  melanggar  tidak  melakukan  pemenuhan  izin  mendirikan  bangunan.  Yang  kemudian  oleh  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dilakukan  penyidikan  yang  berlanjut  dengan  pelimpahan  berkas  untuk  diselesaikan  dan  diputuskan oleh  Pengadilan  negeri  Kab  Kutai  Kartenegara
2. Penegakkan  hukum  dilakukan  telah  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  Kabupaten  Kutai kartanegara mengenai  Izin  Mendirikan  Bangunan,  penjatuhan  sansksi  juga  tidak  terlalu  berat,  sehingga  hanya  merupakan  hal  yang  bisa  menumbuhkan  efek  jera  kepada  masyarakat,  dan  diharapkan  akan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat,  tentang  perizinan.  Karena  perizinan  juga  merupakan  bagian dari  asset  daerah,  dengan  bangunan  masyarakat  yang  serba  tertata  dengan  indah  dan  bersih,  sudah  barang  tentu  akan  membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat  itu  sendiri.


SARAN
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutai  kartanegara,  khususnya  di  Kecamatan  Muara  badak  dalam  melakukan penegakkan  hukum  atas  pelanggaran  Ijin  Mendirikan  Bangunan,  telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada    dalam  peraturan  daerah,  namun  demi  terciptanya  penegakan  hukum  yang  lebih  baik  penulis  menyarankan  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  kutai  Kartanegara  melakukan  penyesuaia  terhadap  peraturan  daerah  tersebut  dengan  Undang-undang  No  32  tahu  2004  mengenai  pemerintah  Daerah,  dimana  berdasarkan  apa  yang  diatur  dalam pasal  143  UU  No  32  tahun  2004,  yaitu :
1. Peraturan  Daerah  dapat  memuat  ketentuan   tentang  pembebanan  biaya paksaan  penegak  hukum,  seluruhnya  atau sebagian  kepada  pelanggar  sesuai  dengan  peraturan  perundangan.
2. Peraturan  Daerah  dapat  membuat  ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  6  bulan  atau  denda  paling  banykak  Rp  50.000 (  lima  puluh  ribu  rupiah )
3. Peraturan  daerah  dapat  memuat  ancaman  pidana  atau  denda  selain  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan lainnya.
4. Harapan  dari  penulis  supaya  peraturan  Daerah  itu  benar-benar  sangat  dirasakan  sekali  manfaatnya  bagi  pembangunan  dan  bisa  lebih  menyadarkan  masyarakat.
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